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ABSTRACT 

The Burdening of Encumbrances on the Right of Management over the 

Batam Indonesia Free Zone Authority (BP Batam) ranks first in the Riau Islands 

Province with an average of 40 to 120 applications per day. The city of Batam itself 

holds its unique status where a portion of land rights is in the form of Management 

Rights managed by BP Batam. According to Government Regulation No. 18 of 

2021, Article 13 Paragraph (2), it is stated that any legal actions must obtain 

recommendations from the holder of the Management Rights. BP Batam itself has 

provided recommendations through the Land Utilization Agreement (SPPT). 

However, during the implementation of these activities, there is a misunderstanding 

from BP Batam regarding the revocation of Government Regulation No. 40 of 

1996. This was then substantiated by the issuance of BP Regulation No. 26 of 2021 

and the existence of agreements within the SPPT that contradict the provisions of 

Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR/BPN) Regulation No. 18 

of 2021, which is the implementing regulation of Government Regulation No. 18 

of 2021.In the process of encumbering the Right of Encumbrance, it is not always 

smooth; sometimes the debtor defaults, giving the creditor the authority for 

execution based on the Deed of Granting Encumbrance, as well as the 

consequences after the execution of the Encumbrance Right.The purpose of this 

research is to: (1) Understand the stages of implementing the encumbrance of the 

Encumbrance Right on the Right of Building Use over the Management Right; (2) 

Determine the legal consequences of implementing the Deed of Granting 

Encumbrance that does not comply with procedures; (3) Identify the consequences 

arising from the Deed of Granting Encumbrance on the Management Right. This 

study is an empirical juridical study with the aim of addressing the issues raised by 

the author. 

The results of the research indicate that there is no significant difference in 

the implementation of the Encumbrance Right in comparison to other areas. 

However, the process requires a recommendation from the Management Right 

holder. Both Deeds of Granting Encumbrance serve the purpose of protecting the 

creditor against costs incurred by the creditor. Thirdly, if there is a legal defect in 

the implementation of the Deed of Granting Encumbrance, execution cannot be 

carried out; however, if it is in compliance, execution can proceed. However, in the 

execution of the Encumbrance Right and post-execution, inconsistencies are found. 

Post the issuance of Government Regulation No. 213/2020, it was not directly 

applied. Additionally, Government Regulation No. 24 of 1997 only requires a 

transcript of the auction proceedings, Ministry of ATR/BPN Regulation No. 18 of 

2021 states that no fees are charged, yet in the implementation in Batam City, a 

permit for transfer is required, and a fee of 2.5% is imposed. Based on these 

findings, it is hoped that the drafting of BP Batam Regulations will be in accordance 

with the regulations above. 

Keywords: Encumbrance Right, BP Batam, Execution 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah 

menerangkan bahwa Hak Tanggungan (UUHT) adalah hak jaminan yang 

dibebankan pada Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur 

lain. Pemberian Hak Tanggungan akan melibatkan beberapa pihak diantaranya 

pemberi Hak Tanggungan dan penerima Hak Tanggungan. Sehingga perlu 

dilakukan perjanjian agar setiap pihak yang terlibat mendapatkan kepastian 

hukum.  

Pasal 10 Ayat (2) UUHT menyatakan pemberian Hak Tanggungan 

dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Namun jika tidak diikuti APHT akan menimbulkan 

permasalahan di kemudian hari sebagaimana yang dijelaskan oleh (Hidayat 

2019, 186) menyatakan bahwa bank tidak memiliki kekuatan untuk 

memintakan jaminan akan kredit, namun pelaksanaannya mengacu pada Pasal 

1131 KUHPer, dimana kreditur memiliki hak untuk memiliki seluruh harta dari 

debitur untuk pelunasan hutangnya baik ataupun nanti hal ini dikarenakan 

kreditur memiliki asas umum terhadap debitur nya. 

Pada pelaksanaannya di Kota Batam terdapat dalam dokumen Surat 

Perjanjian Pemanfaatan Tanah Pasal 6 ayat (1) menyatakan dalam hal kemudian 

hari Pengguna Tanah bermaksud membebankan/menjaminkan tanah dengan 

lembaga jaminan Hak Tanggungan atau lembaga jaminan lainnya kepada 

perbankan/lembaga pembiayaan lain, maka BP Batam dengan perjanjian 
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memberikan rekomendasi kepada Pengguna Tanah, sekarang untuk nanti pada 

waktunya membebankan/menjaminkan tanah sehingga karenanya tidak 

diperlukan lagi surat rekomendasi pembebanan Hak Tanggungan sendiri. 

Pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan implementasi penerbitan dari PP 18 

Tahun 2021 Pasal 13 Ayat (2) . 

Dengan adanya ketentuan seperti di atas, Badan Pengusahaan Batam 

selaku pemegang Hak Pengelolaan telah memberikan rekomendasi pada saat 

akan dibebankan Hak Tanggungan melainkan diberikan saat lelang. Tujuan 

diadakan kebijakan ini ialah untuk mempermudah kegiatan investasi di Kota 

Batam. Jika dilihat secara eksplisit tidak ditemukan kesalahan dalam waktu 

penerbitan rekomendasi Hak Tanggungan, dikarenakan di dalam PP 18 Tahun 

2021 tidak secara rinci dijelaskan kapan waktu pemberian rekomendasi oleh 

pemegang Hak Pengelolaan.  

Jika dilihat dari peraturan yang ada secara jelas, lengkap serta tidak ada 

kekosongan hukum maka wajib hukumnya melaksanakan peraturan tersebut. 

Namun jika terdapat kekosongan hukum maka dapat dilakukan diskresi hukum 

hal ini kemudian sesuai dengan amanat Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Hal inilah yang kemudian 

mendorong Badan Pengusahaan Batam telah memberikan rekomendasi pada 

saat akan dibebankan Hak Tanggungan.  

Pemberian rekomendasi Hak Atas Tanah yang diikuti pemberian 

rekomendasi Hak Tanggungan dapat menimbulkan berbagai macam resiko 

seperti objek Hak Tanggungan hampir habis masa berlaku, menjadi objek 

penertiban Tanah Terlantar hingga kreditur tidak dapat melakukan lelang jika 

terjadi wanprestasi. Melihat adanya kemungkinan permasalahan yang timbul 

maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ditugaskan 

untuk mengurusi lelang, mengambil keputusan tidak melakukan lelang jika 

belum ada rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan. Situasi ini kemudian 

berpotensi untuk menciptakan kekosongan hukum dikarenakan belum adanya 

solusi dari penyelesaian isu ini, sehingga hal ini bertentangan dengan tujuan 

awal yang ingin mempermudah kegiatan berinvestasi namun justru 
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menciptakan permasalahan baru di masa depan. Berdasarkan data yang didapat 

melalui Kantor Pertanahan Kota Batam rata-rata jumlah permohonan Hak 

Tanggungan sebanyak 40 hingga 120 permohonan, hal itu menjadikan Kota 

Batam menduduki peringkat 1 di Kepulauan Riau dan berdampak pada 

pertumbuhan perekonomian masyarakat Batam. 

Pada pelaksanaan peralihan Hak Tanggungan di atas Hak Pengelolaan 

Badan Pengusahaan Batam sendiri adanya indikasi kesalahpahaman terkait 

pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah (PP 40 Tahun 

1996).  Kemudian dengan diterbitkannya PP 18 Tahun 2021 Pasal 103 yang 

menyatakan bahwa dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan 

maka PP 40 Tahun 1996 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Namun dalam 

pelaksanaannya berdasarkan informasi yang penulis peroleh bahwa PP 40 

Tahun 1996 dianggap masih berlaku sehingga dapat menimbulkan konsekuensi 

hukum yang timbul. Peralihan akan dapat diakui oleh BP Batam apabila telah 

mendapat persetujuan sesuai amanat Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Kepala BP 

Batam Nomor 26 Tahun 2021 (Perka BP Batam 26 Tahun 2021). Sementara 

jika disinggung Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 

2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah 

(Permen ATR/BPN 18 Tahun 2021) Pasal 49  Ayat (1) menyebutkan peralihan 

dikarenakan lelang tidak ,memerlukan izin dari pemegang Hak Pengelolaan. 

Penerapan pembebanan Hak Tanggungan di atas Hak Pengelolaan Badan 

Pengusahaan Batam terdapat beberapa kendala dengan ditandai adanya 

beberapa masalah yang ditemukan. Menurut A dan B sebagaimana dikutip 

dalam (Pos,2022) menyatakan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) diduga telah melakukan lelang secara sepihak. Hal ini 

kemudian dibuktikan dengan ketidaktahuan debitur ketika dilakukannya proses 

lelang oleh kreditur dalam hal ini adalah Bank X. Lokasi Hak Tanggungan C 

dengan perjanjian akan habis masa berlaku hingga tahun 2021, namun dalam 

perjalanannya terjadi kemacetan pembayaran, namun pada tahun 2019 debitur 

ingin melakukan pelunasan secara keseluruhan kepada kreditur tetapi hal 
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tersebut ditolak dengan dalih telah jatuh tempo. Beberapa kejanggalan lainnya 

adalah adanya ketidaksesuaian harga pasar yakni Rp 7 miliar hingga Rp 8 miliar 

namun pada kenyataannya KPKNL melelang objek tersebut dengan nilai Rp. 

1,23 Miliar sehingga hal ini menimbulkan kerugian materiil. Selanjutnya tidak 

ada pengumuman di media massa mengenai objek hak tanggungan akan 

dilakukan lelang serta debitur menyatakan tidak pernah memberikan kuasa 

lelang kepada Bank X. Berdasarkan hal tersebut A dan B selaku kuasa hukum 

dari debitur menduga adanya upaya perbuatan melawan hukum dimana tidak 

sesuai dengan mekanisme yang seharusnya yaitu kesesuaian harga pasar serta 

kelalaian sehingga menimbulkan dampak pada tahapan eksekusi pengosongan. 

Pendorong adanya kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan lelang 

oleh KPKNL, dikarenakan adanya temuan oleh Aktivis D sebagaimana dikutip 

dalam (Pembaruan.com,2022) yang menyatakan bahwa adanya indikasi 

menentang hukum yang dilakukan oleh KPKNL dikarenakan membuat risalah 

lelang yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 UUHT. Dugaan 

tersebut muncul setelah adanya temuan terhadap objek lelang Hak Tanggungan 

yang berlokasi di E atas nama F telah dilakukan pembuatan risalah lelang tanpa 

memperhatikan kedudukan kreditur terhadap kreditur lainnya. Merujuk pada 

APHT No. 872/2012 berdasarkan hal tersebut E menyerahkan Hak Tanggungan 

kepada Bank Y, Namun dalam pelaksanaannya dimohonkan oleh Z. Hal ini 

tentu bertentangan dengan APHT yang telah mengikat baik Y maupun E. 

Perkembangan kasus di atas kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam 

(Lodo Laleng,2023) menurut E menyatakan bahwa kasus tersebut bermula 

ketika keterlambatan pembayaran cicilan selama 8 bulan dikarenakan  Covid-

19, akibatnya dilakukan lelang oleh pihak ketiga. Pengakuan dari E 

menyebutkan utang pokok terhadap Bank Y sejumlah Rp.68 Juta namun ketika 

akan dilakukan pelunasan ditolak oleh Y dengan alasan telah dibayarkan oleh 

pihak lain dalam hal ini Z. Namun pada saat menemui pihak Z  yang 

menyebutkan adanya kenaikan jumlah hutang secara signifikan menjadi Rp.392 

Juta. Kemudian objek Hak Tanggungan tersebut berhasil dilelang dengan nilai 

Rp. 550 Juta sedangkan untuk rumah dapat dihargai sebesar Rp. 1 Miliar. Hal 
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ini jika terus berlanjut akan berdampak pada pemahaman masyarakat akan 

fungsi dari APHT yang mulanya bertujuan untuk melindungi hak dan 

kewajiban kreditur dan debitur namun dalam pelaksanaan menghasilkan 

kebingungan dari masyarakat. Terlepas dari beberapa kasus di atas, penulis juga 

menemukan adanya gugatan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini 

dalam situs Sistem Penelusuran Informasi Perkara Pengadilan Negeri Kota 

Batam. 

Berdasarkan latar belakang di atas perlu diketahui bagaimana pelaksanaan 

pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Guna Bangunan di atas Hak 

Pengelolaan terjadi, sehingga dapat berjalan sesuai dengan Peraturan 

Perundangan-undangan yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN PADA HAK GUNA BANGUNAN 

DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUSAHAAN 

BATAM”  

B. Rumusan Masalah 

Hak Tanggungan merupakan suatu bentuk hak jaminan atas tanah untuk 

dalam pembayaran tertentu, yang berdampak munculnya prioritas antar satu 

kreditur dengan kreditur lainnya.  Pada pembebanan terhadap Hak Tanggungan 

di Kota Batam, memiliki perbedaan dikarenakan berasal dari tanah Hak 

Pengelolaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala 

perbuatan hukum yang dilakukan di atas Hak Pengelolaan harus memperoleh 

rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan, namun hal ini belum berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana tahapan pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Guna 

Bangunan di atas Hak Pengelolaan ? 
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2. Apa akibat hukum apabila tahapan dalam pembebanan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan tidak dilakukan pada Hak Guna Bangunan di atas Hak 

Pengelolaan ? 

3. Konsekuensi yang timbul dengan adanya pembebanan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan pada Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan ? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Guna 

Bangunan di atas Hak Pengelolaan 

2. Mengetahui akibat hukum  pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Guna 

Bangunan di atas Hak Pengelolaan yang tidak ada rekomendasi dari 

Pemegang Hak Pengelolaan 

3. Mengetahui konsekuensi yang timbul dengan adanya Akta Pemberian Hak 

Tanggungan pada Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan 

Kegunaan Penelitian  

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu 

pengetahuan serta wawasan terkait pembebanan Hak Tanggungan pada Hak 

Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam. 

2. Secara praktis hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan, 

pertimbangan dan evaluasi bagi Badan Pengusahaan Batam dan 

Kementerian ATR/BPN terkait Pemberian rekomendasi Hak Tanggungan 

pada Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan di Kota Batam. 

3. Sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan 

pada Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan 

Batam.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan Pada Hak Guna Bangunan Di 

Atas Hak Pengelolaan pada umumnya memiliki kesamaan dengan 

pelaksanaan pembebanan di daerah lainnya. Perbedaan pelaksanaan 

terdapat pada diperlukannya izin dari BP Batam yang diberikan di dalam 

SPPT. Sehingga masyarakat yang ingin menjaminkan sertipikat Hak Guna 

Bangunan kepada Perbankan diwajibkan untuk melakukan pengurusan 

terhadap WTO dengan begitu kemudian akan didapati 3 dokumen lahan dari 

BP Batam diantaranya SPPT, SKPT, Gambar Penetapan Lokasi dan disertai 

dengan rekomendasi pendaftaran  tanah sertipikat Hak Guna Bangunan. 

2. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila ada tahapan pelaksanaan 

pembebanan APHT tidak sesuai dengan prosedur adalah adanya pihak yang 

dirugikan. Kerugian itu dapat menimpa dua belah pihak baik dari pihak 

kreditur maupun debitur. Namun pada dasarnya APHT lebih ditujukan 

kepada Kreditur yang memanfaatkan objek Hak Tanggungan sebagai benda 

jaminan tidak bergerak. 

3. Konsekuensi hukum dengan adanya APHT dalam pelaksanaan pembebanan 

Hak Tanggungan maka kreditur dapat melakukan eksekusi Hak 

Tanggungan, namun jika tidak ada APHT dalam pelaksanaannya maka 

kreditur tidak memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan eksekusi Hak 

Tanggungan. 

B. Saran 

1. Penyusunan Perka diharapkan dapat sejalan dengan peraturan yang berlaku 

dalam rangka pembebanan APHT, dengan begitu diharapkan dalam 

pelaksanaan eksekusi dan pasca eksekusi sesuai dengan peraturan yang 

berada di atasnya. Pelaksanaan peralihan pasca eksekusi di BP Batam 

mengacu pada Perka BP Batam No 26 Tahun 2021 tidak sesuai dengan PP 

24 Tahun 1997 dan Permen ATR/BPN No 18 Tahun 2021. 
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2. Biaya yang ditetapkan oleh BP Batam pasca dilakukannya peralihan, 

diharapkan dapat dipertimbangkan lagi. Hal ini dikarenakan adanya 

ketidaksesuaian ketentuan di dalam Permen ATR/BPN No 18 Tahun 2021 

yang menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah tidak dikenakan biaya 

alias gratis.  

3. Surat persetujuan peralihan hak tidak diperlukan dalam pelaksanaan 

peralihan karena lelang, Pelaksanaan pencatatan riwayat tanah pasca 

dilakukannya peralihan hak, dapat dilakukan dengan melalui 2 tahap. Tahap 

pertama dapat dilakukan pada saat penerbitan surat izin persetujuan lelang, 

hal ini tentu akan memberikan kode kepada BP Batam bahwa tanda tersebut 

akan beralih kepada pihak lain. Tahap kedua dapat dilakukan dengan cara  

penerbitan dokumen baru, hal ini merupakan tindak lanjut dari tahap 

pertama. Menurut peneliti hal ini akan memberikan kemudian terhadap 

pelaksanaan pencatatan riwayat pertanahan di BP Batam. 

4. Cessie sebaiknya dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari pemegang 

Hak Pengelolaan, hal ini disesuaikan dengan UUHT Pasal 16 yang 

menyatakan bahwa Cessie merupakan perbuatan hukum. Diharapkan 

dengan diberlakukan hal tersebut untuk ke depannya pencatatan akan lebih 

sistematis. 
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